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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu
wata’aala, karena berkat Rahmat serta Karunia-Nya lah Dinas Sosial Rejang
Lebong dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Penjabaran
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong 2021 - 2026 yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hal-hal tersebut perlu disusun Renhir Dinas Sosial Kabupaten
Rejang Lebong sebagai Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Laporan ini disusun atas kerjasama dan koordinasi Bidang, sub bagian
dan seksi yang ada di lingkup Dinas Sosial Rejang Lebong sekaligus sebagai
wahana dokumentasi dan bahan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penyusunan laporan ini, dirasakan masih banyak terdapat
kekurangan, berkenaaan dengan hal tersebut, saran dan kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan dimasa
yang akan datang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.

Demikian, semoga Allah Subhanahu wata’aala senantiasa
melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Curup, Juni?2023

Kepala Dinas Sosial

Kabupater-Rejang Lebong
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tahun
2023 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Kabupaten, Peraturan
Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting
dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja
Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menerjemahkan dan
mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
kedalam program dan kegiatan Dinas Sosial sedemikian rupa sehingga
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja DINSOS (Dinas Sosial) Tahun 2022. Lebih lanjut
penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan
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1.2

prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan
bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan,
Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan
Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi
sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat
dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang
dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,
yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah
dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD
dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana
operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2023 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9



10.

11.
12.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dinas;
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja DINSOS Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2023 adalah wuntuk mewujudkan sinergitas dan
sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga
pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota serta
bidang-bidang pada DINSOS sehingga dapat menciptakan efektivitas dan
efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja DINSOS Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2023 adalah:
1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Strategis DINSOS.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar lembaga
pemerintahan maupun antar pada DINSOS
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program kegiatan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Sosial terdiri dari :

BAB I . Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu yang berisikan evaluasi
pelaksaan Renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD, Analisis
kinerja Pelayanan PD serta Isu- isu penting Penyelengaraan Tugas
dan Fungsi PD.

BAB IIl.Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Tujuan dan
sasaran Renja PD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. Penutup memuat Kesimpulan



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
A. Evaluasi Pelaksanaan Belanja Langsung
Pada Tahun 2022 Dinas Sosial memiliki kegiatan belanja
langsung sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah yang
merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan jumlah dana dan

besarnya realisasi anggaran dalam satu tahun anggaran.



DINAS SOSIAL REJANG LEBONG

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Rejang Lebong

Realisasi ; isasi
Target Target Target dan Realisasi Kinerja Target Per.k iraan Realisasi
Kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Program Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Capaian Hasil 2021 dan Tahun 2022
BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA Program Program Kegiatan
NO KODE PEMERINTAHAN DAN PROGRAM (OUTCOME) DAN (Renstra dan Target o (Renja Rea11§a51 Tingkat
PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN (OUTPUT) Perangk | Keluaran Renja Realisasi Tingk Perangk Capaian Capaian
PEMBANGUNAN at Kegiatan | Perangk | Perangka at Program ..
at Realisasi
Daerah) s/d at t Daerah Realis Daerah dan Tareet
Tahun dengan Daerah Tahun (% Tahun Kegiatan R gt
2023 | Tahun | Tahun 201 | 3OO o000y | o/d tahun e
2020 2021 2022 (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=9/10
1 06 | 01 DINAS SOSIAL
06| 1 Program penunjangUrusan Persentase pelayanan admistrasi
pemerintah daerah perkantoran yang akuntabel dan
tepat waktu
01|01 )20 Perencanaan dan evaluasi Persentase pelayanan admistrasi
1 kinerja pernangkat daerah perkantoran yang akuntabel dan
tepat waktu
o601 |20 Koordinasi dan penyusunan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja 10 Lap | 10 Lap 10 Lap 10 Lap 100% | 10 Lap 10 lap 100%
1 laporan capaian kinerja dan | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
iktisar realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyediaan gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 16 Org| 16 Org 16 Org | 16 Org 100% | 16 Org | 14 org 87,5%
tunjangan dan Tunjangan ASN
Penyediaan administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2 Do 2 Do 2 Do 2 Dok 100% 2 Do 2 dok 100%
pelaksana tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas k k k k
ASN
Penyediaan komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Pa 1 Pak 1 Pak 1 Pak 100% 1 Pa 1Paket 100%
instalasi listrik/ penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan ket et et et ket
bangunan kantor Kantor yang Disediakan




Penyediaan peralatan dan Jumlah Paket peralatan dan 1 Pa 1 Pak 1 Pak 1 Pak 100% 1 Pa 1 paket 100%
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang ket et et et ket

Disediakan
Penyediaan bahan logistic Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Pa 1 Pak 1 Pak 1 Pak 100% 1 Pa 1 paket 100%
kantor Kantor yang Disediakan ket et et et ket
Penyediaan barang cetak Jumlah Paket barang cetakan dan 1 Pa 1 Pak 1 Pak 1 Pak 100% 1 Pa 1 paket 100%
dan penggandaan penggandaan yang Disediakan ket et et et ket
Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket barang cetakan dan 2 Pa 2 Pak 2 Pak 2 Pak 100% 2 Pa 2 paket 100%
& Penggandaan penggandaan yang Disediakan ket et et et ket
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 do 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 do 12 Dok 100%
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- k k
undangan Undangan yang Disediakan
Penyelengraan rapat-rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 la 24 Lap 24 Lap 24 Lap 100% 24 la 24 lap 100%
koordinasi dan konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi P P
SKPD SKPD
Penyediaan jasa surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 La 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100% 12 La 12 lap 100%
menyurat Surat Menyurat P P
Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 La 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100% 12 La 12 lap 100%
komunikasi,sumber daya air | Komunikasi, Sumber Daya Air dan P P
dan listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan jasa peraltan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 La 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100% 12 La 12 lap 100%
dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor P P

yang Disediakan
Penyediaan jasa layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 La 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100% 12 La 12 lap 100%
umum Pelayanan umum kantor yang P P

Disediakan
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 1 Un 1 Uni 1 Uni 1 Unit 100% 1 Un 1 Unit 100%
pemeliharaan,biaya Dinas atau Kendaraan Dinas it t t it
pemeliharaan dan pajak Jabatan yang Dipelihara dan
kendaraan dinas atau dibayarkan Pajaknya
kendaraan dinas jabatan
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Dinas 8 Un 4  Uni 13 Uni 8 Unit 100% 8 Un 8 Unit 100%
pemeliharaan,biaya Operasional atau Lapangan yang it t t it

pemeliharaan dan pajak
kendaraan dinas operational
ataunlapangan

Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya




pelaksanaan rehabilitasi
sosial kabupaten/kota

Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

1§ 06 02 Program pemberdayaan sosial
1 o6l 02] 2.0 Peningkatan kemampuan | Jumlah Keluarga yang Meningkat 10. KK [12.046 KK 10. Bul 12 Bula 100% 12 Bu 12 Bula 100%
3 potensi sumber sosial Kapasitasnya Kewenangan 900 878 an n lan n
keluarga kewengan Kabupaten/Kota
kabupaten Jumlah rumah tangga yang
mendapat bantuan Program
Keluarga Harapan
Tali Asih PKH
Peningkatan kemampuan Jumlah Lembaga Kesejahteraan 10 Lemba| 10 Lemba| 12 Bul 12 Bula 100% 12 Bu 12 Bula 100%
potensi sumber Sosial yang Meningkat ga a an n lan n
kesejahteraan sosial Kapasitasnya Kewenangan
kelembagaan masyarakat Kabupaten/Kota
kewengangan
kabupaten/kota
Program Rehabilitasi Sosial
Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Or 30 Ora 30 Ora 30 Ora 100% 12 bul 12 bula 100%
Pemenuhan Kebutuhan an ng ng ng n
Permakanan Sesuai dengan Standar g
Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Or 30 Ora 30 Ora 30 Ora 100% 12 bul 12 bula 100%
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga an ng ng ng n
Sesuai kebutuhan Kewenangan g
Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 20 Ora 20 Org 20 Ora 20 Ora 100% 30 P 30 PM 100%
kepada keluarga kepada Keluarga Penyandang ng ng ng M KS
penyandang disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak KS
terlantar,anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
terlantar,lanjut usia serta Gelandangan Pengemis dan
terlantar,serta gelandangan | Masyarakat Kewenangan
pengemis dan masyarakat Kabupaten/Kota
Pemberian layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 50 Or 30 Ora 30 Ora 30 PM 100% 30 P 30 PM 100%
kedaruratan Pelayanan Kedaruratan an ng ng KS M KS
Kewenangan Kabupaten/Kota g KS
Pemberian layanan rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan 50 Or 20 Ora 20 PM 30 PM 100% 30 P 30 PM 100%
Layanan Rujukan Kewenangan an ng KS KS M KS
Kabupaten/Kota g KS
Kerja sama antar lembaga Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Do 1 Do 1 Do 1 Dok 100% 1 lem 1 Lem 100%
dan kemitraan dalam dan Kerja Sama antar Lembaga dan k k k




Program perlindungan dan

Kabupaten/Kota

1) 06 05 .9 X
jaminan sosial
Pengelolaan data fakir Jumlah Keluarga yang 31. KK 33. KK 33 KK 33 KK 100% 8 Ke 8 Kec 100%
miskin cakupan daerah Mendapatkan Pengentasan Fakir 00 00 .0 .0 [d
kabupaten /kota Miskin Kabupaten/Kota 0 0 00 00
1 06| 06 Program Penanganan
bencana
Penyediaan makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 25 KK 25 KK 25 KK 25 KK 100% 30 KK 30 KK 100%
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penanganan khusus bagi Jumlah Orang yang Mendapatkan 20 Or 40 Ora 40 Ora | 40 Oran 100%| 20 P 60 PM 33%
kelompok rentan Penanganan Khusus bagi an ng ng g M KS
Kelompok Rentan Kewenangan g KS
Kabupaten/Kota
Pelayanan dukungan Jumlah Korban Bencana yang 25 Or 25 Ora 25 Ora 25 Oran 100% 25 KK 75 KK 33 %
psikososial Mendapatkan Layanan Dukungan an ng ng g
Psikososial Kewenangan g




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu
program/kegiatan, = memonitoring  hasil = pelaksanaan  suatu
program/kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target
program/kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang
diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong merupakan unsur
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan tugas
pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial
memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibantu dan ditangani.

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang

Lebong. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari :
a. Sekretaris
b. Subbag Program dan Data
c. Subbag Tata Usaha dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terdiri
dari :
a. Seksi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar
Panti/Lembaga
b. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial
dan Korban Perdagangan Orang

c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
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4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang
terdiri dari
a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulasi
dan Penataan Lingkungan Sosial
c. Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Restoran Sosial
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan teknis
kegiatan di lapangan dan dimasukkan kedalam tabel pelaporan maka

dapat diberikan analisis kinerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Social

Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

daerah/kabupaten yang terdiri dari sub kegiatan

- Peningkatan kemampuan potensi sumber sosial keluarga
kewengan kabupaten/kota

- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial
kelembagaan masyarakat kewengan kabupaten/kota

2. Program Rehabilitasi Social

a. Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis
diluar panti sub kegiatannya:

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis dan masyarakat

b. Kegiatan Rehabilitasi masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya
bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sub

kegiatannya terdiri dari
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- Pemberian layanan kedaruratan

- Pemberian layanana rujukan

- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan

rehabilitasi sosial kabupaten/kota

3. Program Perlindungan dan Jaminan Social

Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah /kabupaten

sub kegiatan :

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/kota
4. Program Bencana Alam

Terdiri dari sub kegiatan

- Penyediaan makanan

- Penanganan khusus bagi kelompok rentan

- Pelayanan dukungan psikososial

13



Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong

SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
i Anali
No Indikator Iitar.ldarl TKK Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun natisa
asiona 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 | Nilai SAKIP OPD Pencapaian kualitas
B kinerja dan pelayanan
Perangkat Daerah B B B B B B B B
) Persentase pencapaian
" | Inovasi OPD 100% | pelaksanaan Inovasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah
Persentase Keluarga o
Miskin yang Jumlah keluarga miskin
yang mendapatkan
3. | mendapatkan : 71,85% | 71,85% |[71,86% | 71,91% | 71,85% | 71,85% | 71,86% | 71,91%
lind q perlindungan dan
periindungan dan jaminan Sosial
jaminan social
Persentase layanan Jumlah Korban bencana
penanganan korban yang mendapatkan
4. Ibencana selama 100% | pelayanan dasar selama [100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tanggap darurat pasca dan tanggap
darurat




2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Kabupaten Rejang Lebong didasarkan pada hasil telaah kondisi
dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial. Adapun isu-
isu penting Dinas Sosial di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Terbatasnya keahlian PMKS

2. Peluang lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja

3. Akses ekonomi yang terbatas dikarenakan keterbatasan kondisi alam

4. Kualitas dan kuantitas penanganan PMKS yang masih rendah

5. Kurang valid data base PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara
akurat

6. Rendahnya kualitas SDM yang menangani permasalahan PMKS

7. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan
Dinsos

8. Adanya Bantuan dari Pusat (APBN) dan Provinsi (APBD)

9. Adanya penurunan jumlah PMKS dari tahun ke tahun.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, DINSOS
Kabupaten Rejang Lebong tetap mempertimbangkan isu-isu penting
sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar,
kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh
SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor
tersebut antara lain:

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan Profesionalisme bidang perencanaan, sehingga

dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.
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2. Menerapkan Right Man On The Right Place dalam
penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada
ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang
dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan
provinsi dan nasional.

3. Mengutamakan Garbage In Garbage Out, sehingga pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DINSOS dilaksanakan oleh aparatur yang
kompeten untuk menghasilkan perencanaan yang akuntabel.

4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta

penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai pembantu Pimpinan Daerah di bidang Sosial, maka Dinas
Sosial Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berorientasi pada wupaya menjabarkaan kebijaksanaan
pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Rejang Lebong.

Keberadaan Dinas Sosial disahkan berdasarkan peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tanggal tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Selanjutnya Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pelaksanaan
tugasnya sehari-hari Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong di bagi
dalam struktur organisasi yang terdiri dari sekretariat, 2 (Dua) bidang
yang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi.

Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal

Dinas Sosial dalam table berikut:
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DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Rejang Lebong

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Knerja Target Pagu Program/Kegiatan Lokasi Indikator Knerja Target Pagu Catatan
Capaian | Indikator(Rp) Capaian |Indikator(Rp) [Penting
Program Penunjang Dinas [Persentase pelayanan administrasi Program Penunjang Dinas  [Persentase pelayanan administrasi
urusan pemerintah Sosial |perkantoran yang akuntabel dan urusan pemerintah daerah Sosial perkantoran yang akuntabel dan
daerah tepat waktu tepat waktu
[Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Dinas |Jumlah Laporan Capaian Kinerja |10 Laporan 13.593.398| Koordinasi dan Dinas |Jumlah Laporan Capaian Kinerja 10 Laporan 8.581.050,~
penyusunan laporan Sosial |dan Ikhtisar Realisasi Kinerja penyusunan laporan Sosial dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capian kinerja dan iktisar SKPD dan Laporan Hasil capian kinerja dan iktisar dan Laporan Hasil Koordinasi
realisasi kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Administrasi keuangan perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan Dinas |Jumlah Orang yang Menerima Gaji | 16 Orang | 1.665.176.353 Penyediaan gaji dan Dinas Jumlah Orang yang Menerima Gaji 16 Orang [1.389.843.904,-
tunjangan ASN Sosial |dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Sosial dan Tunjangan ASN
Penyediaan administrasi Dinas |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2 145.186.000 |Penyediaan administrasi Dinas |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2 155.300.000,
pelaksana tugas ASN Sosial |Administrasi Pelaksanaan Tugas Dokumen pelaksana tugas ASN Sosial |Administrasi Pelaksanaan Tugas Dokumen
ASN ASN
Administrasi umum perangkat Daerah
Penyediaan komponen Dinas |Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.060.600| Penyediaan komponen Dinas |Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.060.000,
instalasi listrik/ penerangan| Sosial |Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik / Sosial |Listrik/Penerangan Bangunan
lbangunan kantor Kantor yang Disediakan penerangan bangunan Kantor yang Disediakan
kantor
Penyediaan peralatan dan | Dinas |Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 26.192.530 Dinas 1 Paket 25.744.000,
perlengkapan kantor Sosial |Perlegnkapan kantor yang Penyediaan peralatan dan Sosial |Jumlah Paket Peralatan Rumah
Disediakan perlengkapan kantor Tangga yang Disediakan
Penyediaan peralatan Dinas |Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket (OPenyediaan peralatan Dinas (Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 27.280.000,-
Rumah tangga Sosia |Tangga yang Disediakan Rumah tangga Sosia  |Tangga yang Disediakan
Penyediaan bahan logistic | Dinas (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor| 1 Paket 17.493.931Penyediaan bahan logistic Dinas  |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor | 1 Paket 13.185.500,-
kantor Sosial |yang Disediakan kantor Sosial |yang Disediakan
Penyediaan barang cetak Dinas |Jumlah Paket barang cetakan dan 2 Paket 8.857.030Penyediaan barang cetak Dinas |Jumlah Paket barang cetakan dan 2 Paket 8.856.900 -
dan penggandaan Sosial |penggandaan yang Disediakan dan penggandaan Sosial |penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan | Dinas [fjumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 18.200.000Penyediaan Bahan Bacaan Dinas  [Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 18.200.000,
dan Peraturan Perundang- | Sosial [Peraturan Perundang- Undangan Dokumen dan Peraturan Perundang- Sosial  [Peraturan Perundang- Undangan Dokumen
undangan ang Disediakan undangan ang Disediakan
Penyelengraan rapat-rapat | Dinas [Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 159.822.390Penyelengraan rapat-rapat | Dinas [Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 237.024.690,
koordinasi dan konsultasi | Sosial [Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dokumen koordinasi dan konsultasi Sosial |Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dokumen
SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa surat Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan 1.829.100Penyediaan jasa surat Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 1.820.000,
menyurat Sosial | Surat Menyurat menyurat Sosial | Surat Menyurat
Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa |12 laporan 45.156.712]Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan | 47.998.575,-
komunikasi,sumber daya Sosial | Komunikasi, Sumber Daya Air dan komunikasi,sumber daya Sosial Komunikasi, Sumber Daya Air dan

air dan listrik

Listrik yang Disediakan

air dan listrik

Listrik yang Disediakan




Penyediaan jasa peralatan | Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa [12 laporan 4.395.300Penyediaan jasa peralatan Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (12 laporan 4.140.000,-
dan perlengkapan kantor Sosial | Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor Sosial | Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan jasa layanan Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa |12 laporan 7.551.107Penyediaan jasa layanan Dinas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 7.545.820,
umum Sosial | Pelayanan umum kantor yang umum Sosial Pelayanan umum kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
emerintah daerah
Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan 1 unit 35.107.800Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan 1 unit 34.500.000,
pemeliharaan,biaya Sosial | Dinas atau Kendaraan Dinas pemeliharaan,biaya Sosial Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
pemeliharaan dan pajak Jabatan yang Dipelihara dan pemeliharaan dan pajak yang Dipelihara dan dibayarkan
kendaraan dinas atau dibayarkan Pajaknya kendaraan dinas atau Pajaknya
kendaraan dinas jabartan kendaraan dinas jabartan
Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas 8 unit 70.088.200Penyediaan jasa Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas 8 unit 91.318.010,
pemeliharaan,biaya Sosial | Operasional atau Lapangan yang pemeliharaan,biaya Sosial | Operasional atau Lapangan yang
pemeliharaan dan pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajak pemeliharaan dan pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajak
kendaraan dinas dan Perizinannya kendaraan dinas dan Perizinannya
operational atau lapangan operational atau lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas | Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 0,4Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas | Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 107.087.000,-
Gedung Kantor dan Sosial | bangunan lainnya yang di Gedung Kantor dan Sosial | bangunan lainnya yang di
lbangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi lbangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Program Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan kemampuan | Dinas | Jumlah Keluarga yang Meningkat | 17.965 KK 203.114.720Peningkatan kemampuan Dinas 17.965 KK | 180.735.434,
[potensi sumber sosial Sosial | Kapasitasnya Kewenangan [potensi sumber sosial Sosial | Jumlah Keluarga yang Meningkat
keluarga kewenangan Kabupaten/Kota keluarga kewenangan Kapasitasnya Kewenangan
kabupaten kabupaten Kabupaten/Kota
10.900 KK Jumlah rumah tangga yang 10.900 KK
Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan Program
mendapat bantuan Program Keluarga Harapan Tali Asih PKH
Keluarga Harapan Tali Asih PKH
Peningkatan kemampuan | Dinas | Jumlah Lembaga Kesejahteraan 10 Lembaga 10.000.000Peningkatan kemampuan Dinas | Jumlah Lembaga Kesejahteraan 10 Lembaga| 105.522.500,-
potensi sumber Sosial | Sosial yang Meningkat potensi sumber Sosial Sosial yang Meningkat Kapasitasnya
kesejahteraan sosial Kapasitasnya Kewenangan kesejahteraan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
kelembangan masyarakat Kabupaten/Kota kelembangan masyarakat
kewengangan kewengangan
kabupaten/kota kabupaten/kota
Program Rehabilitas Sosial
Rehabilitas sosial penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lansia
terlantar,serta gelandangan dan pengemis diluar panti
Penyediaan Permakanan Dinas | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 30 Orang 15.000.000Penyediaan Permakanan Dinas 30 Orang 29.264.000,
Sosial | Pemenuhan Kebutuhan Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan Sesuai dengan Pemenuhan Kebutuhan
Standar Gizi Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai dengan Standar
Kabupaten/Kota Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Dinas | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 30 Orang 15.000.000Penyediaan Alat Bantu Dinas | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 30 Orang 82.700.000,
Sosial | Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sosial | Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota




pelaksanaan taruna siaga
bencana

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

pelaksanaan taruna siaga
bencana

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 30 PMKS 5.000.000Pemberian bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 30 PMKS 0,
sosial kepada kepada Keluarga Penyandang sosial kepada kepada Keluarga Penyandang
keluargapenyandang Disabilitas Terlantar, Anak keluargapenyandang Disabilitas Terlantar, Anak
disabilitas terlantar,anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, disabilitas terlantar,anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
terlantar, serta serta Gelandangan Pengemis dan terlantar, serta serta Gelandangan Pengemis dan
gelandangan pengemis dan Masyarakat Kewenangan gelandangan pengemis dan Masyarakat Kewenangan
masyarakat Kabupaten/Kota masyarakat Kabupaten/Kota
IRehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahtraan sosial(PMKS)lainya bukan
korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti
Pemberian Layanan Dinas | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 50 Orang 27.231.750,-Pemberian Layanan Dinas | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 50 Orang 11.785.000,
Kedaruratan Sosial | Pelayanan Kedaruratan Kedaruratan Sosial Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan 50 Orang 27.254.500,4 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan 50 Orang 0
Rujukan IDinas Layanan Rujukan Kewenangan Rujukan Dinas Layanan Rujukan Kewenangan
Sosial Kabupaten/Kota Sosial Kabupaten/Kota
Kerja sama antar lembaga [Dinas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi |1 Dokumen| 30.000.000,- | Kerja sama antar lembaga [Dinas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi |1 Dokumen| 71.408.500,
dan kemitraan dalam Sosial dan Kerja Sama antar Lembaga dan dan kemitraan dalam Sosial dan Kerja Sama antar Lembaga dan
pelaksanaan rehabilitasi Kemitraan dalam Pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi Kemitraan dalam Pelaksanaan
sosial kebupaten/kota Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sosial kebupaten/kota Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
Pengelolaan data fakir Dinas Jumlah Keluarga yang 31.000 KK | 227.928.464,- | Pengelolaan data fakir Dinas Jumlah Keluarga yang Mendapatkan| 31.000 KK | 188.724.400,
miskin cakupan daerah  Sosial Mendapatkan Pengentasan Fakir miskin cakupan daerah  [Sosial Pengentasan Fakir Miskin
kabupaten/kota Miskin Kabupaten/Kota kabupaten/kota Kabupaten/Kota
Program Penanganan Bencana
Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Dinas Jumlah Orang yang Mendapatkan 25 KK 18.086.068,- | Penyediaan Makanan Dinas Jumlah Orang yang Mendapatkan 25 KK 29.394.000,~
Sosial Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Sosial Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat(Pengungsian) Tanggap Darurat(Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Penanganan khusus bagi Jumlah Orang yang Mendapatkan | 20 Orang 17.471.454,4 Penanganan khusus bagi Jumlah Orang yang Mendapatkan 20 Orang 3.089.800,
Kelompok rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok
Kelompok Rentan Kewenangan Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelayanan dukungan Jumlah Korban Bencana yang 25 Orang 18.200.000| Pelayanan dukungan Jumlah Korban Bencana yang 25 Orang 4.766.500,-
psikososial Mendapatkan Layanan Dukungan psikososial Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana
kabupaten/kota
Koordinasi,sosialisasi dan Jumlah Orang yang Melaksanakan | 15 Orang Koordinasi,sosialisasi dan Jumlah Orang yang Melaksanakan | 15 Orang 0,4
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong merupakan Organisasi
Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang
dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non
fisik karena bukan merupakan pembangunan infrastruktur maupun
gedung yang bisa dirasakan langsung pemanfaatannya oleh masyarakat
oleh karena Dinas Sosial bukan merupakan Organisasi Pemerintah Daerah
yang melakukan pembangunan secara fisik, serta karena urusan sosial

bukan merupakan program prioritas pembangunan daerah.
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Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Rejang Lebong

DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 6 12
1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Dinas Sosial Program Penunjang urusan pemerintah daerah

Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Sosial
Koordinasi dan penyusunan laporan capian kinerja dan Dinas Sosial Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 13.593.398, -

iktisar realisasi kinerja SKPD

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Administrasi keuangan perngkat Daerah

Dinas Sosial

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Dinas Sosial

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1.665.176.353,-

Penyediaan admistrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 145.186.000,-
Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi umum perangkat daerah Dinas Sosial

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Dinas Sosial Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.060.600,-

bangunan kantor Bangunan Kantor yang Disediakan

Penyediaan peraltan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 26.192.530,-

Penyediaan bahan logistic kantor Dinas Sosial Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17.493.931,-

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Dinas Sosial Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang 8.857.030,-
Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dinas Sosial Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 18.200.000,-

undangan Undangan yang Disediakan

Penyelengraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Sosial Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 159.822.390,-

SKPD Konsultasi SKPD

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Dinas Sosial

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.829.100,-

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Dinas Sosial Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 45.156.712,-
Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan jasa peraltan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 4.395.300,-
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan jasa layanan umum Dinas Sosial Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor 7.551.107,-

yang Disediakan
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Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

Dinas Sosial

Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Dinas Sosial Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 35.107.800,-

pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Dinas Sosial Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 70.088.200,-

pajak kendaraan dinas operational atau lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Program pemberdayaan sosial

Pengembangan Potensi Summber Kesejahteraan Sosial

Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan kemampuan potensi sumber sosial keluarga | Dinas Sosial Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya

kewenangan kabupaten Kewenangan Kabupaten/Kota 203.114.720,-
Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan Program
Keluarga Harapan
Tali Asih PKH

Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan Dinas Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat 10.000.000,-

sosial kelembangan masyarakat kewengangan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

kabupaten/kota

Program Rehabilitas sosial

Rehabilitas sosial penyandang disabilitas terlantar,anak

terlantar,lansia terlantar,serta gelanddangan dan

pengemis diluar panti

Penyediaan Permakanan Dinas Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan 15.000.000.-
Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Alat Bantu Dinas Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu 15.000.000,-
Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang | Dinas Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga 5.000.000,-

disabilitas terlantar,anak terlantar, serta gelandangan, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

pengemis dan masyarakat Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahtraan

sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/AIDS dan

NAPZA diluar panti

Pemberian layanan kedaruratan Dinas Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 27.231.750,-
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Rujukan Dinas Sosial Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 27.254.500,-
Kabupaten/Kota

Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Dinas Sosial Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar 30.000.000,-

pelaksanaan rehabilitasi sosial kebupaten/kota

Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial
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Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Dinas Sosial Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir 227.928.464,-
kabupaten/kota Miskin Kabupaten/Kota
Dinas Sosial
Program penanganan Bencana
Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial Dinas Sosial
kabupaten/Kota
Penyediaan makanan Dinas Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari 18.086.068,-
dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penanganan khusus bagi Kelompok rentan Dinas Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi 17.471.454,-
Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelayanan dukungan psikososial Dinas Sosial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan 18.200.000,-

Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan
bencana kabupaten/kota

Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga
bencana

Dinas Sosial

Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, sosialisasi
dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan
Kabupaten/kota.
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TUJUAN DAN SASAI?:I?I ;IéRANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang
akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak
dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, DINSOS
menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa
yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi
motivasi Rencana Kerja DINSOS Tahun 2023.

Bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
waktu 5 tahun kedepan 2021-2026. Visi tersebut adalah sebagai berikut : “
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG
SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING “ . Untuk mewujudkan
Visi tersebut diatas, diperlukan Tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai
dengan peran DINSOS Tahun 2021 - 2026, Misi DINSOS Kabupaten
Rejang Lebong adalah sebagai menciptakan masyarakat Rejang Lebong
yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing dengan upaya
pemberdayaan sosial melalui keterampilan serta pengembangan dan

permberdayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
A. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja DINSOS Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2023, adalah sebagai berikut :
1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra

2. Memantapkan pengembangan sosial masyarakat.
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3. Terwujudnya Penanggulangan fakir miskin dan peningkatan sosial
masyarakat.

4. Terwujudnya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Masyarakat.

5. Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Sosial.

B. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja DINSOS
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis DINSOS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 -
2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra
2. Memantapkan pengembangan sosial masyarakat.
3. Terwujudnya Penanggulangan fakir miskin dan peningkatan sosial
masyarakat.
4. Terwujudnya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Masyarakat.

5. Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Sosial.

3.2. Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan dan mendukung Visi DINSOS Kabupaten
Rejang Lebong tidak terlepas pada kebijakan umum Kabupaten Rejang
Lebong melalui 7 (tujuh) misi, berbagai program dan kegiatan antara lain:
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Program pemberdayaan sosial

Peningkatan kemampuan potensi sumber sosial keluarga
kewenangan kabupaten
Peningkatan kamapuan potensi sumber kesejahteraan sosial

kelembagaan masyarakat keweangan kabupaten/kota

c. Program rehabilitasi sosial

Pemberian bimbingan sosial kapada keluarga penyandang
disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis dan masyarakat.

Pemberian layanan kedaruratan.

Pemberian layanan rujukan

Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan

rehabilitasi sosial kabupaten/kota

d. Program perlindungan dan jaminan sosial.

Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

e. Program penanganan bencana

Penyediaan makanan
Penenganan khusus kelompok rentan
Pelayanan dukungan Psikososial

Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
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Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2023

Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong

Prakiraan Maju Rencana

Urusan / Bidang Urusan Rencana Tahun 2023 Catatan Tahun 2024
No Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja / Program Kegiatan Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
. . . Sumber Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana / Pagu Dana Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indkator Kinerja Indkator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Program Penunjang urusan Program Penunjang urusan pemerintah daerah

pemerintah daerah

Perncanaan dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dinas Sosial 10 13.593.398 | APBD 10 Laporan 13.742.776,-

laporan capian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Laporan

realisasi kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi keuangan perngkat

Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Dinas Sosial 16 Orang 1.665.176.353] APBD 16 Orang 1.665.176.353,23
Tunjangan ASN

Penyediaan admistrasi pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | Dinas Sosial |2 Dokumen 240.700.000| APBD 2 Dokumen 145.186.000,-

tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi umum perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Dinas Sosial 1 Paket 6.060.600| APBD 1 Paket 6.127.200,-

listrik/ penerangan bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

kantor Disediakan

Penyediaan peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Sosial 1 Paket 26.115.000| APBD 1 Paket 26.480.360,-

perlengkapan kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Dinas Sosial 1 paket 27.330.000| APBD 1 Paket 50.000.000,-

Tangga Tangga

Penyediaan bahan logistic kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dinas Sosial 1 Paket 17.493.931| APBD 1 Paket 17.686.172,-
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan & Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan Dinas Sosial |12 Dokumen 8.857.030,-| APBD 12 Dokumen 8.954.360,-

Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dinas Sosial |24 Dokumen 18.200.000f APBD 24 Dokumen 18.400.000,-

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang disediakan

Penyelenggaraan rapat-rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Dinas Sosial 1 Paket 159.822.390| APBD 1 Paket 161.578.680,-
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koordinasi dan konsultasi SKPD

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan jasa penunjang urusan 159.822.390
pemerintah daerah
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Sosial 12 laporan 1.829.100| APBD 12 laporan 1.849.200,-
Penyediaan jasa komunikasi,sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinas Sosial 12 laporan 45.156.712| APBD 12 laporan 45.652.939,-
daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Dinas Sosial 12 laporan 4.395.3001 APBD 12 laporan 4.443.600,-
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan jasa layanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Dinas Sosial 12 laporan 7.551.107| APBD 12 laporan 7.634.086,-
umum kantor yang Disediakan
Pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Sosial 1 unit 35.107.800| APBD 1 unit 35.493.600,-
pemeliharaan dan pajak kendaraan | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dinas atau kendaraan dinas jabartan | dibayarkan Pajaknya
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Sosial 8 unit 70.088.200| APBD 8 unit 70.858.400,-
pemeliharaan dan pajak kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dinas operational ataunlapangan dan Perizinannya
Program pemberdayaan sosial
Peningkatan kemampuan potensi Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Dinas Sosial 17.965 KK APBD 17.965 KK 204.810.810,-
sumber sosial keluarga kewenangan | Kewenangan Kabupaten/Kota 203.114.720
kabupaten Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan
Program Keluarga Harapan 10.900 KK 10.900 KK
Tali Asih PKH
Peningkatan kemampuan potensi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dinas Sosial 10 Lembaga 10.000.000,-| APBD 10 Lembaga 15.000.000,-
sumber kesejahteraan sosial Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
kelembangan masyarakat Kabupaten/Kota
kewengangan kabupaten/kota
Program rehabilitas sosial
Rehabilitas sosial penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar,
lansia terlantar, serta gelandangan dan
pengemis diluar panti
Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Dinas Sosial 30 Orang 15.000.000.-| APBD 30 Orang 15.000.000,-
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan | Dinas Sosial 30 Orang 15.000.000,-| APBD 30 Orang 15.000.000,-

Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Pemberian bimbingan sosial kepada | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga | Dinas Sosial 30 PMKS 5.000.000,-| APBD 30 PMKS 5.000.000,-

keluarga penyandang disabilitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

terlantar, anak terlantar, serta Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan

gelandangan, pengemis dan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan

masyarakat Kabupaten/Kota

Rehabilitasi sosial penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya

bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA

diluar panti

Pemberian layanan kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Dinas Sosial 50 Orang 27.231.750,-| APBD 50 Orang 27.531.000,-
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberiaan layanan rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Dinas Sosial 50 Orang 27.254.500,-| APBD 50 Orang 27.554.000,-
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kerja sama antar lembaga dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Dinas Sosial 1 Dokumen 30.000.000,-| APBD 1 Dokumen 30.000.000,-

kemitraan dalam pelaksanaan Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam

rehabilitasi sosial kebupaten/kota Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Pengelolaan data fakir miskin cakupan

daerah kabupaten/kota

Pengelolaan data fakir miskin Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Dinas Sosial 31.000 KK 227.928.464,-| APBD 31.000 KK 235.543.062,-

cakupan daerah kabupaten/kota Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

Program penanganan Bencana

Perlindungan Sosial Korban bencana

alam dan sosial kabupaten/Kota

Penyediaan makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan Dinas Sosial 25 KK 18.086.068,-| APBD 25 KK 18.284.816,-
3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

Penanganan khusus bagi Kelompok | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Dinas Sosial 20 Orang 17.471.454,-| APBD 20 Orang 17.663.448,-

rentan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pelayanan dukungan psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Dinas Sosial 25 Orang 18.200.000,-| APBD 25 Orang 18.400.000,-
Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyelengaraan pemberdayaan

masyarakat terhadap kesiapan bencana

kabupaten/kota

Koordinasi,sosialisasi dan Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Dinas Sosial 15 Orang 0-| APBD 15 Orang 0,-

pelaksanaan taruna siaga bencana

sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga
bencana kewenangan Kabupaten/kota.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2023
KABUPATEN REJANG LEBONG

No Sasaran Strategis Indikator Kin?r]'a / Program Target | Capaian Program Kegiatan . Kegiatan Anggaran Sumber
Kegiatan Program Kegiatan Pendukung Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penunjang urusan Program Penunjang urusan 100% Program Penunjang urusan Program Penunjang urusan APBD
pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerah
Perencanaan dan evaluasi 100% Perencanaan dan evaluasi APBD
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Capaian 100% Koordinasi dan penyusunan Koordinasi dan penyusunan 13.742.776,-| APBD
laporan capian kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capian kinerja dan laporan capian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan iktisar realisasi kinerja SKPD iktisar realisasi kinerja SKPD
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi keuangan 100% Administrasi keuangan APBD
perangkat Daerah perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 100% Penyediaan gaji dan tunjangan Penyediaan gaji dan tunjangan 1.665.176.353,23| APBD
ASN Gaji dan Tunjangan ASN ASN ASN
Penyediaan admistrasi Jumlah Dokumen Hasil 100% Penyediaan admistrasi Penyediaan admistrasi 145.186.000,-| APBD
pelaksanaan tugas ASN Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN pelaksanaan tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi umum perangkat Administrasi umum perangkat APBD
daerah daerah
Penyediaan komonen instalasi Jumlah Paket Komponen 100% Penyediaan komonen instalasi Penyediaan komonen instalasi 6.127.200,-| APBD
listrik/ penerangan bangunan Instalasi Listrik/Penerangan listrik/ penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan
kantor Bangunan Kantor yang kantor kantor
Disediakan
Penyediaan peraltan dan Jumlah Paket Peralatan dan 100% Penyediaan peralatan dan Penyediaan peraltan dan 26.480.360,-| APBD
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Disediakan
Penyediaan bahan logistic Jumlah Paket Bahan Logistik 100% Penyediaan bahan logistic Penyediaan bahan logistic 17.686.172,-| APBD
kantor Kantor yang Disediakan kantor kantor
Penyediaan barang cetak dan Jumlah Paket Barang Cetakan & | 100% Penyediaan barang cetak dan Penyediaan barang cetak dan 8.954.360,-| APBD
penggandaan Penggandaan yang Disediakan penggandaan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan 18.400.000,-] APBD
Peraturan Perundang-undangan | dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-undangan | Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan undangan
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Penyelengraan rapat-rapat Jumlah Laporan 100% Penyelengraan rapat-rapat Penunjang Pelaksanaan 161.578.680,-| APBD
koordinasi dan konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Tenaga Teknis Satuan Kerja
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perangkat Daerah
Penyediaan jasa penunjang 100% Penyediaan jasa penunjang APBD
urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 100% Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan jasa surat 1.849.200,- APBD
Surat Menyurat menyurat
Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 100% Penyediaan jasa Penyediaan jasa 45.652.939,- APBD
komunikasi,sumber daya air Komunikasi, Sumber Daya Air komunikasi,sumber daya air komunikasi,sumber daya air
dan listrik dan Listrik yang Disediakan dan listrik dan listrik
Penyediaan jasa peraltan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 100% Penyediaan jasa peraltan dan Penyediaan jasa peraltan dan 4.443.600,-| APBD
perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Kantor yang Disediakan
Penyediaan jasa layanan umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 100% Penyediaan jasa layanan umum | Penyediaan jasa layanan 7.634.086,-| APBD
Pelayanan umum kantor yang umum
Disediakan
Pemeliharaan barang milik Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan daerah penunjang urusan
pemerintah daerah pemerintah daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 100% Penyediaan jasa pemeliharaan, Penyediaan jasa pemeliharaan, 35.493.600,- APBD
biaya pemeliharaan dan pajak Dinas atau Kendaraan Dinas biaya pemeliharaan dan pajak biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan dinas atau kendaraan | Jabatan yang Dipelihara dan kendaraan dinas atau kendaraan dinas atau
dinas jabatan dibayarkan Pajaknya kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 100% Penyediaan jasa pemeliharaan, Penyediaan jasa pemeliharaan, 70.858.400,-| APBD
biaya pemeliharaan dan pajak Operasional atau Lapangan yang biaya pemeliharaan dan pajak biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan dinas operational Dipelihara dan dibayarkan Pajak kendaraan dinas operational kendaraan dinas operational
atau lapangan dan Perizinannya atau lapangan ataunlapangan
Program pemberdayaan sosial Program pemberdayaan sosial
Peningkatan kemampuan Jumlah Keluarga yang 100% Peningkatan kemampuan Peningkatan kemampuan 204.810.810,-| APBD
potensi sumber sosial keluarga Meningkat Kapasitasnya potensi sumber sosial keluarga potensi sumber sosial keluarga
kewenangan kabupaten Kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan kabupaten kewenangan kabupaten
Jumlah rumah tangga yang
mendapat bantuan Program
Keluarga Harapan
Tali Asih PKH
Peningkatan kemampuan Jumlah Lembaga Kesejahteraan 100% Peningkatan kemampuan Peningkatan kemampuan 15.000.000,-| APBD

potensi sumber kesejahteraan
sosial kelembangan masyarakat
kewengangan kabupaten/kota

Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

potensi sumber kesejahteraan
sosial kelembangan masyarakat
kewengangan kabupaten/kota

potensi sumber kesejahteraan
sosial kelembangan
masyarakat kewengangan
kabupaten/kota
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Program rehabilitas sosial

Program rehabilitas social

Rehabilitas sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar,
lansia terlantar, serta gelandangan
dan pengemis diluar panti

Rehabilitas sosial penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar,
lansia terlantar, serta gelandangan
dan pengemis diluar panti

Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan 15.000.000,-
Mendapatkan Pemenuhan 100%
Kebutuhan Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu 15.000.000,-
Mendapatkan Alat Bantu dan 100%
Alat Bantu Peraga Sesuai
kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian bimbingan sosial Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Pemberian bimbingan sosial Pemberian bimbingan sosial 5.000.000,-
kepada keluarga penyandang kepada Keluarga Penyandang kepada keluarga penyandang kepada keluarga penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, | Disabilitas Terlantar, Anak 100% disabilitas terlantar, anak terlantar | disabilitas terlantar, anak
serta gelandangan, pengemis dan | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan, pengemis dan | terlantar, serta gelandangan,
masyarakat serta Gelandangan Pengemis masyarakat pengemis dan masyarakat
dan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi sosial penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya bukan korban
HIV/AIDS dan NAPZA diluar
panti
Pemberian layanan kedaruratan | Jumlah Orang yang 100% Pemberian layanan kedaruratan | Pemberian layanan 27.531.000,-
Mendapatkan Pelayanan kedaruratan
Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberiaan layanan rujukan Jumlah Orang Mendapatkan 100% 27.554.000,-
Layanan Rujukan Kewenangan ) ) ) )
Kabupaten/Kota Pemberiaan layanan rujukan Pemberiaan layanan rujukan
Kerja sama antar lembaga dan Jumlah Dokumen Hasil 100% Kerja sama antar lembaga dan Kerja sama antar lembaga dan 30.000.000,-

kemitraan dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial
kebupaten/kota

Koordinasi dan Kerja Sama antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota

kemitraan dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial
kebupaten/kota

kemitraan dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial
kebupaten/kota
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Program Perlindungan dan
jaminan sosial

Program Perlindungan dan
jaminan social

Pengelolaan data fakir miskin 100% Pengelolaan data fakir miskin
cakupan daerah kabupaten/kota cakupan daerah kabupaten/kota
Pengelolaan data fakir miskin Jumlah Keluarga yang 100% Pengelolaan data fakir miskin Pengelolaan data fakir miskin 235.543.062,-
cakupan daerah kabupaten/kota | Mendapatkan Pengentasan cakupan daerah cakupan daerah
Fakir Miskin Kabupaten/Kota kabupaten/kota kabupaten/kota
Program penanganan Bencana Program penanganan Bencana
Penyediaan makanan Jumlah Orang yang 100% Penyediaan makanan Penyediaan makanan
Mendapatkan Permakanan 3x1
Hari dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penanganan khusus bagi Jumlah Orang yang 100% Penanganan khusus bagi Penanganan khusus bagi 18.284.816,-
Kelompok rentan Mendapatkan Penanganan Kelompok rentan Kelompok rentan
Khusus bagi Kelompok Rentan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang 100% Pelayanan dukungan Pelayanan dukungan 17.663.448,-
Mendapatkan Layanan psikososial psikososial
Dukungan Psikososial
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan pemberdayaan Penyelengaraan pemberdayaan 18.400.000,-
masyarakat terhadap kesiapan masyarakat
bencana kabupaten/kota
Koordinasi,sosialisasi dan Jumlah Orang yang 100% Koordinasi,sosialisasi dan Koordinasi,sosialisasi dan 0,-

pelaksanaan taruna siaga
bencana

melaksanakan Koordinasi,
sosialisasi dan pelaksanaan
taruna siaga bencana
kewenangan Kabupaten/kota.

pelaksanaan taruna siaga
bencana

pelaksanaan taruna siaga
bencana
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BABV
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Awal (RENWAL) Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong yang berisi prioritas program dan kegiatan
sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi,
terakomodasi, terintegerasi dan terwujud sinergisitas dalam pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong ini bisa dijadikan sebagai bahan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa
mendatang baik bagi pimpinan maupun seluruh staf DINSOS
Kabupaten Rejang Lebong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.
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